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 Manajemen bencana alam di masyarakat pedesaan sangat dipengaruhi 

oleh pola komunikasi dan struktur kekuasaan. Studi ini 

mengeksplorasi dinamika tersebut di desa-desa di Indonesia, dengan 

fokus pada dampaknya terhadap kesiapsiagaan, respons, dan 

pemulihan bencana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

wawancara mendalam dengan delapan informan dilakukan, dan data 

dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO. Temuan 

menunjukkan bahwa saluran komunikasi formal, meskipun otoritatif, 

sering kali mengalami keterlambatan, sementara jaringan informal 

memberikan informasi yang cepat namun terkadang tidak dapat 

diandalkan. Struktur kekuasaan yang hirarkis memainkan peran 

ganda, memfasilitasi pengambilan keputusan namun terkadang 

mengecualikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Interaksi 

dari faktor-faktor ini menyoroti perlunya kepemimpinan yang inklusif, 

strategi komunikasi yang terintegrasi, dan memanfaatkan praktik-

praktik tradisional seperti gotong royong. Studi ini memberikan 

wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para pembuat kebijakan dan 

praktisi untuk meningkatkan ketangguhan bencana di daerah 

pedesaan dengan menangani dinamika sosial-budaya. 

ABSTRACT 

Natural disaster management in rural communities is strongly influenced by 

communication patterns and power structures. This study explores these 

dynamics in Indonesian villages, focusing on their impact on disaster 

preparedness, response and recovery. Using a qualitative approach, in-depth 

interviews with eight informants were conducted, and data were analyzed 

using NVIVO software. Findings show that formal communication channels, 

while authoritative, often suffer from delays, while informal networks provide 

quick but sometimes unreliable information. Hierarchical power structures 

play a dual role, facilitating decision-making but sometimes excluding 

marginalized groups. The interaction of these factors highlights the need for 

inclusive leadership, integrated communication strategies, and utilizing 

traditional practices such as gotong royong. This study provides actionable 

insights for policymakers and practitioners to enhance disaster resilience in 

rural areas by addressing socio-cultural dynamics.  
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1. PENDAHULUAN 

Bencana alam telah menjadi tantangan yang terus berulang di Indonesia, negara yang secara 

geografis terletak di Cincin Api Pasifik dan rentan terhadap beragam bencana seperti gempa bumi, 

tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana alam di Indonesia menimbulkan tantangan 

signifikan, terutama bagi masyarakat pedesaan yang kekurangan sumber daya dan menghadapi 

dinamika kekuasaan unik. Interaksi antara pola komunikasi dan struktur kekuasaan sangat 

menentukan hasil tanggap bencana. Ketahanan masyarakat dan kapasitas adaptif ditingkatkan 

melalui program desa tangguh bencana yang mendorong fleksibilitas dan adaptasi (Hutagalung, 

2023), sementara kearifan lokal dan budaya membantu masyarakat merespons secara efektif (Usman 

et al., 2022). Pada tingkat tata kelola, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupaya 

meningkatkan keterlibatan masyarakat sebelum dan sesudah bencana (Kusumasari, 2019), 

meskipun tantangan dalam koordinasi dan distribusi bantuan tetap ada, mencerminkan 

kesenjangan implementasi kebijakan (Boediningsih et al., 2019). Jaringan sosial dan nilai budaya 

berkontribusi signifikan terhadap respons bencana melalui kearifan lokal (Usman et al., 2022), 

meskipun sering terhambat oleh manajemen spontan yang kurang memanfaatkan intervensi sosial-

budaya (Fuady et al., 2021). 

Manajemen bencana yang efektif di masyarakat desa sangat bergantung pada komunikasi 

yang kohesif dan distribusi kekuasaan yang adil, yang dipengaruhi oleh norma-norma tradisional 

dan nilai-nilai budaya. Keterlibatan masyarakat, yang difasilitasi oleh saluran komunikasi lokal, 

terbukti meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. Strategi komunikasi 

komunitas, seperti radio komunitas di Odisha, berperan penting selama Topan Yaas dengan 

menyebarkan peringatan dini dan mengoordinasikan respons masyarakat untuk meningkatkan 

ketahanan (Kanjilal et al., 2024). Model komunikasi berbasis adat di Bali juga efektif, di mana 

struktur desa adat memanfaatkan norma budaya untuk memobilisasi aksi masyarakat selama 

COVID-19 (Hidayat et al., 2022). Partisipasi aktif masyarakat dalam program Desa Tangguh 

Bencana, seperti di Desa Gondoriyo, Indonesia, menunjukkan keefektifan keterlibatan akar rumput 

melalui kegiatan kesiapsiagaan yang melibatkan sukarelawan lokal (Supratiwi, 2022). Selain itu, 

kesiapsiagaan masyarakat didukung oleh domain yang saling berhubungan seperti pembagian 

informasi, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan, menekankan perlunya pendekatan 

holistik dalam penanggulangan bencana (Rawsthorne et al., 2023). 

Struktur kekuasaan di desa-desa Indonesia secara signifikan memengaruhi pengambilan 

keputusan dan alokasi sumber daya selama masa darurat, sering kali menyebabkan marjinalisasi 

kelompok rentan. Kepemimpinan lokal dan tradisi sosial-budaya dapat membatasi arus informasi 

dan inklusivitas dalam penanggulangan bencana. Pemimpin lokal, seperti kepala desa, memiliki 

otoritas besar yang berisiko konsentrasi kekuasaan dan penyalahgunaan jika tidak diawasi oleh 

tokoh masyarakat lainnya (Daly, 2018). Melibatkan pemimpin yang lebih luas, seperti tokoh agama 

dan tetua, penting untuk memastikan keputusan dan distribusi sumber daya yang efektif (Daly, 

2018). Namun, asimetri kekuasaan sering memperburuk ketidaksetaraan, dengan kelompok rentan 

kurang terwakili dalam pemerintahan desa (Lewis & Hossain, 2018). Menurunnya peran masyarakat 

sipil dan pemerintah daerah juga membatasi partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan 

(Lewis & Hossain, 2018). Penyederhanaan dinamika kekuasaan lokal oleh organisasi eksternal sering 

menghambat komunikasi dan mobilisasi sumber daya, menghasilkan strategi tanggap bencana yang 

tidak efektif dan tidak memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat (Daly, 2018). 
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Kondisi geografis dan geologis Indonesia membuatnya rentan terhadap berbagai bencana 

alam yang berdampak signifikan pada masyarakat pedesaan dengan sumber daya terbatas. 

Penanganan bencana yang efektif membutuhkan kombinasi intervensi teknis dan pemahaman 

sosial-budaya. Masyarakat lokal menggunakan strategi tradisional untuk memitigasi dampak 

bencana, menekankan pentingnya pengetahuan budaya di samping solusi teknologi, yang dapat 

ditransformasi menjadi strategi mitigasi yang meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan 

psikologis (Fakhriati et al., 2024). Partisipasi aktif masyarakat dalam semua fase penanggulangan, 

dari kesiapsiagaan hingga pemulihan, serta pengintegrasian pengembangan masyarakat dengan 

pengurangan risiko bencana dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan 

(Kinanthi, 2022). Namun, kesenjangan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sering 

menghambat respons, sehingga membangun saluran komunikasi yang jelas dan struktur kekuasaan 

yang adil sangat penting untuk alokasi sumber daya dan tindakan kolektif selama bencana (Idroes 

et al., 2023). 

Meskipun kemajuan dalam pendekatan teknis penanggulangan bencana telah dicapai, 

peran pola komunikasi dan struktur kekuasaan sebagai bagian dari dinamika sosial-budaya masih 

kurang dieksplorasi di Indonesia. Dalam masyarakat desa, norma tradisional dan hubungan 

kekuasaan hirarkis sering memengaruhi akses informasi, sumber daya, dan pengambilan 

keputusan, yang dapat meminggirkan kelompok rentan. Hal ini dapat menyebabkan respons 

bencana yang tidak efektif, seperti di Desa Xiaolin saat Topan Morakot, di mana ketidaksesuaian 

budaya menghambat manajemen darurat (Tsai et al., 2014). Struktur tata kelola tradisional 

mencerminkan perebutan kekuasaan budaya yang memengaruhi pengambilan keputusan dan 

alokasi sumber daya, seperti dalam inisiatif berbasis masyarakat di Indonesia yang mengabaikan 

ketegangan budaya sehingga memarjinalisasi kelompok tertentu (Bebbington et al., 2004). Pola 

komunikasi berbasis budaya yang tidak selaras dengan protokol modern juga sering mengakibatkan 

informasi keliru dan respons tertunda (Tsai et al., 2014). Memahami peran komunikasi dan 

kekuasaan dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk mengembangkan strategi yang 

inklusif dan efektif. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi 

bagaimana pola komunikasi dan struktur kekuasaan membentuk strategi penanggulangan bencana 

di masyarakat desa Indonesia. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pentingnya Pola Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana 

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama 

di daerah pedesaan di mana praktik tradisional sering mendominasi. Mekanisme 

komunikasi tradisional, seperti norma budaya yang mengandalkan tradisi lisan dan 

pemimpin lokal, menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat (Heath et al., 

2020). Pertemuan desa menjadi wadah berbagi informasi penting dan memupuk solidaritas, 

sementara siaran radio berbasis desa di Indonesia memainkan peran penting dalam 

menjangkau masyarakat terpencil. Di sisi lain, teknologi modern seperti media sosial dan 

telepon seluler memungkinkan penyebaran informasi cepat dan koordinasi selama darurat, 

meskipun kesenjangan literasi dan akses digital tetap menjadi tantangan yang memerlukan 

pelatihan khusus (Agustina & Rachmawati, 2020). Integrasi saluran komunikasi tradisional 

dan modern dengan pendekatan komplementer dapat meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana, memastikan semua anggota masyarakat terinformasi, dan memanfaatkan kearifan 

lokal untuk efektivitas strategi komunikasi, seperti yang terlihat dalam penanganan COVID-

19 di daerah pedesaan Indonesia (Heath et al., 2020; Lestari et al., 2021). 

2.2 Struktur Kekuasaan di Masyarakat Perdesaan 

Struktur kekuasaan di masyarakat pedesaan secara signifikan memengaruhi 

manajemen bencana, menciptakan peluang dan tantangan dalam alokasi sumber daya dan 

pengambilan keputusan yang adil. Pemimpin lokal, seperti kepala desa dan kepala adat, 
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sering kali menjadi tokoh sentral dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, 

memobilisasi sumber daya untuk proyek bencana (Mazibuko & Thebe, 2024). Di Filipina, 

kepemimpinan berbasis masyarakat telah berhasil mendorong ketahanan bencana, 

meskipun masih menghadapi tantangan dalam inklusivitas dan pendanaan (Abenir et al., 

2022). Namun, struktur kekuasaan yang hirarkis sering meminggirkan kelompok rentan, 

seperti perempuan dan lansia, membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan 

(Ishaq & Leghari, 2020). Di Pakistan, keluarga dengan status sosial rendah mengalami 

dampak bencana yang tidak proporsional karena kondisi kehidupan mereka yang 

termarginalisasi, menyoroti pentingnya tata kelola yang inklusif (Ishaq & Leghari, 2020). 

Melibatkan kelompok yang terpinggirkan dalam kesiapsiagaan bencana sangat penting 

untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat (Piltch-Loeb et al., 2022), dan pemberdayaan 

masyarakat lokal melalui pengambilan keputusan partisipatif dapat membantu memitigasi 

risiko yang ditimbulkan oleh struktur kekuasaan yang mengakar (Lewis & Hossain, 2018). 

2.3 Dinamika Sosial-Budaya dalam Penanggulangan Bencana 

Faktor sosial-budaya di daerah pedesaan Indonesia secara signifikan memengaruhi 

praktik penanggulangan bencana melalui kohesi komunitas dan norma tradisional. Konsep 

gotong royong memainkan peran penting dalam mendorong respons berbasis masyarakat 

terhadap bencana, meningkatkan ketahanan kolektif (Widen, 2024). Kearifan lokal, seperti 

praktik arsitektur dan ritual tradisional, menyediakan panduan penting untuk 

kesiapsiagaan dan respons bencana (Nopriyasman et al., 2024). Namun, norma budaya juga 

dapat menjadi hambatan, terutama terkait peran gender, di mana perempuan sering kali 

terbatas dalam keterlibatan pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana 

(Widen, 2024). Manajemen bencana yang efektif membutuhkan pengintegrasian kearifan 

lokal ke dalam strategi pemerintah, meskipun perbedaan pendekatan dapat menjadi 

tantangan (Saadi, 2021). Memanfaatkan pengetahuan lokal melalui pendekatan berbasis 

masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan penanggulangan bencana, sementara 

adaptasi praktik tradisional untuk memenuhi kebutuhan modern menjadi kunci dalam 

pengurangan risiko bencana yang efektif (Sinta et al., 2022). 

2.4 Kerangka Kerja Teoritis untuk Memahami Dinamika Komunikasi dan Kekuasaan 

Berbagai kerangka kerja teoritis telah digunakan untuk memahami interaksi antara 

pola komunikasi dan struktur kekuasaan dalam penanggulangan bencana. Teori Jaringan 

Sosial (Social Network Theory) mengeksplorasi bagaimana informasi mengalir di dalam 

masyarakat dan menyoroti peran individu-individu kunci dalam menyebarkan 

pengetahuan, yang sangat relevan di daerah pedesaan di mana jaringan informal sangat 

penting (Granovetter, 1973). Demikian pula, Teori Dinamika Kekuasaan mengkaji 

bagaimana otoritas dan pengaruh didistribusikan dalam masyarakat dan dampaknya 

terhadap praktik penanggulangan bencana (Foucault & Deleuze, 1977). Kerangka kerja ini 

sangat penting untuk merancang intervensi yang inklusif dan adil. Dengan menggabungkan 

teori-teori ini, pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana komunikasi dan 

kekuasaan berinteraksi untuk membentuk hasil penanggulangan bencana dapat dicapai. 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Desain dan Konteks Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk mengkaji pengaruh 

pola komunikasi dan struktur kekuasaan terhadap manajemen bencana alam di masyarakat 

desa di Indonesia. Pendekatan kualitatif sangat ideal untuk memahami fenomena sosial 

yang kompleks dan mengungkap dinamika sosial-budaya yang membentuk praktik 

penanggulangan bencana. Berfokus pada masyarakat pedesaan di Indonesia-negara yang 

sangat rentan terhadap bencana alam karena lokasinya yang terletak di Cincin Api Pasifik-

studi ini membahas tantangan-tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat ini dalam hal 
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kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana. Dengan menangkap perspektif para 

pemangku kepentingan utama, termasuk tokoh masyarakat, penduduk, dan praktisi 

tanggap bencana, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam 

tentang bagaimana komunikasi dan kekuasaan saling berinteraksi selama bencana alam. 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan semi-terstruktur 

dengan delapan informan, yang dipilih secara purposif berdasarkan peran dan pengalaman 

mereka dalam penanggulangan bencana di masyarakat desa untuk memastikan adanya 

perspektif yang beragam. Informan terdiri dari pemimpin desa yang bertanggung jawab 

dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, anggota masyarakat yang secara 

aktif terlibat dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana, dan praktisi penanggulangan 

bencana yang memiliki pengalaman di tingkat desa. Format semi-terstruktur 

memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi bidang-bidang tertentu yang diminati 

sambil mempertahankan konsistensi di seluruh wawancara. Dilakukan dalam bahasa lokal 

dengan persetujuan peserta, wawancara direkam, dan catatan lapangan yang rinci disimpan 

untuk melengkapi data. 

3.3 Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak NVIVO, sebuah alat 

analisis kualitatif yang membantu dalam mengorganisir, mengkodekan, dan 

menginterpretasikan data tekstual. Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan 

pengenalan, di mana semua rekaman wawancara ditranskrip secara kata demi kata dan 

ditinjau ulang beberapa kali untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang 

konten. Pengkodean awal kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang 

berulang terkait dengan pola komunikasi, struktur kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap 

penanggulangan bencana. Kode-kode ini dikelompokkan ke dalam tema-tema yang lebih 

luas melalui analisis tematik, yang menangkap hubungan dan dinamika antara komunikasi 

dan struktur kekuasaan. Akhirnya, tema-tema yang teridentifikasi ditafsirkan dalam 

konteks tujuan penelitian, kerangka teori, dan literatur yang ada untuk memberikan 

wawasan yang bermakna. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil 

a. Pola Komunikasi Bencana 

Komunikasi di dalam masyarakat desa ketika terjadi bencana terdiri dari dua 

tingkatan, yaitu formal dan informal. Aliran informasi resmi terjadi dalam komunikasi 

formal, misalnya, di mana pengumuman dapat disampaikan oleh kepala desa dalam 

pertemuan masyarakat. Bagaimanapun juga, ada potensi besar bahwa jalur komunikasi 

seperti itu lebih lambat, karena keputusannya melewati jalur yang lebih tinggi, 

ditambah dengan ketergantungan pada titik kumpul fisik. 

Menurut seorang responden: “Kami biasanya menunggu kabar dari kepala 

desa, tapi terkadang butuh waktu bagi semua orang untuk berkumpul untuk rapat.” 

Peserta 3, Anggota Masyarakat Sarana komunikasi informal, seperti dari mulut ke 

mulut dan jejaring sosial, jauh lebih cepat dan mudah diakses. Cara-cara informal 

seperti ini sering kali menjadi pelengkap saluran formal dalam menjangkau lokasi-

lokasi terpencil atau lokasi yang tidak memiliki akses teknologi. Namun, cara-cara 

tersebut bukan tanpa tantangan. 

“Informasi menyebar dari tetangga dengan sangat cepat, tetapi terkadang 

informasi tersebut tidak benar, dan orang-orang menjadi bingung.” (Peserta 5, Petani). 
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b. Peran Struktur Kekuasaan dalam Penanggulangan Bencana 

Struktur kekuasaan di desa-desa yang diteliti sangat hirarkis, dengan otoritas 

pengambilan keputusan terkonsentrasi di antara kepala desa, tetua adat, dan pemuka 

agama. Orang-orang ini dipandang sebagai sumber utama panduan selama bencana, 

dengan kepemimpinan mereka yang secara signifikan mempengaruhi tindakan 

masyarakat. 

“Kami mengandalkan kepala desa untuk mengambil keputusan karena mereka 

memiliki koneksi dan pengetahuan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.” 

(Peserta 1, Kepala Desa) 

Namun, ketergantungan pada otoritas terpusat ini juga menimbulkan 

hambatan. Dalam kasus-kasus di mana para pemimpin tidak ada di tempat atau tidak 

memiliki pengetahuan khusus tentang bencana, penundaan dan inefisiensi terjadi. 

Selain itu, struktur kekuasaan sering kali tidak mengikutsertakan kelompok-kelompok 

yang terpinggirkan, seperti perempuan, untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan penting. 

“Dalam rapat-rapat, selalu laki-laki yang paling banyak bicara. Perempuan 

hanya mengikuti keputusan tanpa memberikan kontribusi.” (Peserta 7, Warga 

Perempuan). 

Distribusi sumber daya juga tergantung pada permainan kekuasaan yang 

berbeda, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa peserta. “Mereka sering membantu 

mereka yang dekat dengan tetua desa terlebih dahulu; yang lain harus menunggu lebih 

lama.” (Peserta 4, Pemilik Toko Lokal) 

c. Keterkaitan antara Komunikasi dan Kekuasaan 

Pola komunikasi berinteraksi dengan struktur kekuasaan dalam 

mempengaruhi hasil penanggulangan bencana. Para pemimpin mengendalikan saluran 

komunikasi formal, memperkuat otoritas mereka namun membatasi aliran informasi ke 

beberapa kelompok. Sebaliknya, jalur komunikasi informal sering kali melewati 

struktur kekuasaan ini dan menyediakan sarana alternatif untuk menyebarkan 

informasi. 

“Kadang-kadang kami tidak menunggu kabar resmi dan membagikan apa yang 

kami ketahui kepada tetangga. Lebih cepat seperti itu.” (Peserta 8, Petani) 

Namun, efektivitas komunikasi informal bergantung pada kepercayaan dan 

kohesi di dalam masyarakat. Di masyarakat yang struktur kekuasaannya mendorong 

inklusivitas, komunikasi menjadi lebih lancar dan efektif. Sebaliknya, di mana hierarki 

menciptakan perpecahan, kesenjangan informasi lebih terasa. 

“Jika para pemimpin melibatkan semua orang, segala sesuatunya akan berjalan 

lebih baik. Namun, ketika mereka hanya berkonsultasi dengan beberapa orang, yang 

lain merasa tidak dilibatkan dan tidak yakin.” (Peserta 6, Pemimpin Agama) 

4.2 Pembahasan 

a. Peran Komunikasi dalam Manajemen Bencana 

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya saluran komunikasi formal dan 

informal. Sementara saluran formal selalu sangat otoritatif, lambat dan hirarkis, saluran 

informal lebih cepat tetapi kadang-kadang menghasilkan informasi yang salah. 

Mengintegrasikan saluran-saluran tersebut akan menciptakan sistem komunikasi yang 

kuat di mana penyebaran informasi yang tepat waktu dapat dipastikan dengan akurat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan (Hasmira, 2021; Irmayani et al., 2022; Zulaikha 

& Brereton, 2013) bahwa sistem komunikasi harus dapat diandalkan dan adaptif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kasus di daerah pedesaan di Indonesia, 

penggunaan kebiasaan lokal seperti pertemuan masyarakat dan penggunaan fasilitas 

modern seperti SMS akan meningkatkan efektivitas komunikasi. 
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b. Struktur Kekuasaan dan Ketahanan Masyarakat 

Di desa-desa, terdapat kekuatan dan kelemahan dari struktur kekuasaan yang 

hirarkis. Meskipun ada kepemimpinan yang terpusat, yang berarti keputusan yang 

cepat dapat diambil dan dikoordinasikan dengan mudah, selalu ada peluang untuk 

mengesampingkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan menyebabkan 

ketidakefisienan dalam proses. Partisipasi kelompok marjinal, terutama perempuan, 

perlu lebih diutamakan dalam proses pengambilan keputusan. 

“Jika perempuan dan anak muda lebih terlibat, kita bisa mendapatkan ide yang 

lebih baik dan solusi yang lebih cepat.” (Peserta 2, Guru) 

Studi ini mendukung (Liu, 2024; Narayan et al., 2024; Olson & Brennan, 2022), 

yang menyoroti bahwa struktur kekuasaan yang inklusif berkaitan dengan distribusi 

sumber daya yang adil dan peningkatan ketahanan di tingkat masyarakat. Hal ini dapat 

ditingkatkan melalui program pelatihan untuk para pemimpin dan mendorong gaya 

kepemimpinan yang inklusif. 

c. Dinamika Sosial-Budaya dalam Komunikasi dan Kekuasaan 

Nilai-nilai budaya, seperti gotong royong, atau kerja sama, menjadi faktor yang 

sangat penting dalam mendorong tindakan kolektif dalam bencana. Praktik-praktik 

tradisional seperti ini mendorong kepercayaan dan kerja sama, sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk mengatasi hambatan kekuasaan dan komunikasi. 

Namun, norma-norma budaya yang membatasi partisipasi kelompok-kelompok 

tertentu - terutama perempuan - membutuhkan pendidikan dan kampanye kesadaran. 

“Ketika kami bekerja bersama, seperti membersihkan sungai untuk mencegah 

banjir, kami merasa lebih kuat dan aman.” (Peserta 5, Petani) 

Temuan ini mendukung argumen (Fakhriati et al., 2024; Suwarlan et al., 2024; 

Zeballos-Velarde et al., 2023) bahwa strategi penanggulangan bencana harus selaras 

dengan konteks sosial-budaya setempat. Intervensi yang disesuaikan yang 

menghormati praktik-praktik tradisional sambil mengatasi keterbatasan mereka dapat 

meningkatkan ketahanan masyarakat. 

4.3 Implikasi Praktis 

Studi ini menawarkan beberapa rekomendasi praktis: 

a. Kombinasikan saluran komunikasi formal dan informal, untuk memastikan akurasi 

dan ketepatan waktu. Misalnya, menggunakan teknologi seluler untuk peringatan 

waktu nyata sambil mempertahankan pertemuan masyarakat untuk diskusi 

mendalam. 

b. Membekali para pemimpin desa dengan pengetahuan manajemen bencana dan 

mendorong praktik kepemimpinan yang inklusif untuk melibatkan kelompok-

kelompok yang terpinggirkan. 

c. Mengembangkan praktik-praktik tradisional seperti gotong royong untuk 

menumbuhkan kerja sama dan kepercayaan sambil mengatasi keterbatasannya. 

d. Menerapkan mekanisme yang transparan dan adil untuk distribusi sumber daya 

untuk meminimalkan pilih kasih dan memastikan keadilan. 

4.4 Kontribusi terhadap Penelitian dan Arah Masa Depan 

Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyoroti interaksi antara 

komunikasi dan kekuasaan dalam penanggulangan bencana dalam konteks pedesaan di 

Indonesia. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang peka terhadap konteks 

yang mengintegrasikan dinamika sosial-budaya. 

Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupannya dengan menyertakan 

sampel yang lebih besar dan lebih beragam atau mengeksplorasi peran teknologi dalam 

menjembatani kesenjangan komunikasi dan kekuasaan. Studi perbandingan antara daerah 
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pedesaan dan perkotaan juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang 

tantangan dan solusi yang berbeda. 

5. KESIMPULAN 

Studi ini menyoroti peran penting dari pola komunikasi dan struktur kekuasaan dalam 

menentukan efektivitas penanggulangan bencana alam di masyarakat pedesaan di Indonesia. 

Saluran komunikasi formal menyediakan informasi yang terstruktur dan tervalidasi, sementara 

jaringan informal memungkinkan penyebaran yang cepat, menggarisbawahi pentingnya 

mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Struktur kekuasaan yang hirarkis memfasilitasi 

pengambilan keputusan yang tersentralisasi tetapi sering kali meminggirkan kelompok-kelompok 

tertentu, sehingga memerlukan strategi yang lebih inklusif. Praktik-praktik tradisional seperti 

gotong royong mendorong kerja sama dan ketahanan, tetapi membutuhkan adaptasi agar sesuai 

dengan kebutuhan manajemen bencana modern. Temuan-temuan ini membutuhkan intervensi 

praktis, termasuk program peningkatan kapasitas bagi para pemimpin, kebijakan distribusi sumber 

daya yang inklusif, dan penggunaan teknologi untuk melengkapi metode komunikasi tradisional. 

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, penanggulangan bencana dapat menjadi lebih inklusif, 

adil, dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat pedesaan yang rentan. Studi ini 

berkontribusi pada literatur yang berkembang mengenai dimensi sosial-budaya dalam 

penanggulangan bencana dan memberikan landasan untuk penelitian dan pembuatan kebijakan 

lebih lanjut dalam konteks yang sama. 
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